PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
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Publik.

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat
Informasi dan Dokumentasi Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah.

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur

Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau.

8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor

188.45/210/V/HUK/2018 tanggal 07 Mei
2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dan Pejabat Pembantu
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

S

Nama SOP Pendokumentasian Informasi yang
Dikecualikan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.
tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 | 3. Menguasai teknologi informasi.
tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi | 4. Memahami peraturan perundang-undangan

keterbukaan informasi publik.

Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32
Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

mestinya maka kegiatan yang dimaksud tidak
akan mencapai sasaran.

1. SOP Pendokumentasian dan Penyimpanan | 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
Informasi Publik; 2. Term of Reference
2. SOP Uji Konsekwensi Publik. 3. Komputer
4. Alat Tulis Kantor
5. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
Jika ini tidak dilaksanakan sebagaimana | Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan

media elektronik.




SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PELAKSANA PENDUKUNG
He HECIRIN 'S | KETUA PPID PERTIMBANGAN | KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT HETERANGHEN
1 Mengumpulkan informasi dan Form Daftar Tentatif Daftar Informasi Publik
dokumentasi yang sudah - Informaci yang
ditetapkan sebagai informasi yang . Dikecualikan,
dikecualikan dari SKPD dan BUMD Lembar Pengyjian
selalou PPID Pembantu, berikout Konsekuensi
lembar pertimbangan uji
PO
2 Mengklacifileasi informasi yang Tidak Daftar Informaci yang|Tentatif Daftar Informasi Publik
dikecualikan berdasarkan jangka X Dikecualikan
walktu pengecualian informasi, ’4—"‘—"‘"
mengarsipnya berdasarkan urutan
jangka walktu penyimpanan -
3  |Mengubah informasi yang Lembar Sesusi Daftar Informasi Publik
dikecualikan yang telah hakbis I Pertimbangan Uji Peraturan
Jangka waktu pengecualiannys ‘ Konsekuensi Perundang-
menjadi informasi publik dalam Undangan
jangka waktu 30 (tga puluh) han I
kerja sebelum berakhimysa jangka
waktu dengan persetujuan ;
pimpinan badan publik
4  |Mengelola dan menyimpan : Alat Tulic Kantor Tentatif Daftar Informasi Publik
dokumen informasi yang
dikecualikan dalam bentulc soft
copy dan tempat penyimpanan
dokumen dalam bentuk hard copy
dengan tata cara seperti mengarsip
S5 |Mengunggah Daftar Informasi yang i Website Dan Sarana |Tentatif Adanya konten Daftar
dikecualikan ke website resmi Informasi Lainnya informasi yang dikecualikan
pemerintah daerah maupun melalui yang Dimilila Oleh di Website resmi Pemerintah
sarana informasi lainnya Komponen dsaerah
Pemerintah Daerah




Nomor
Tgl. Pembuatan pe
Tgl. Revisi H ¢
Tgl. Efektif BN
Disahkan oleh KERALA BADAN,
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 12 Y &=z
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P.
PENDAPATAN DAERAH .. Pembina Tingkat I
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NIP 197705192003 122007
Nama SOP Pelayanan Permohonan Informasi
Publik
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.
tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 | 3. Menguasai teknologi informasi.
tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi | 4. Memahami peraturan perundang-undangan

Publik.

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi
dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah.

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur

Penyelenggaraan Informasi Publik  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau.

8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor

188.45/210/V/HUK/2018 tanggal 07 Mei
2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dan Pejabat Pembantu Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Kabupaten Lamandau.

“m

keterbukaan informasi publik.

Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor
32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

SOP Uji Konsekuensi Publik

© N o

SR 0 B 1

Komputer dan Printer;

ATK;

Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar;
Kartu Penerus Disposisi;

Formulir Koordinasi Permohonan
Publik;

Buku Register Permohonan Informasi Publik;
Filling Kabinet;

Rak Arsip dan Dokumen.

Informasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika ini tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya maka kegiatan yang dimaksud tidak
akan mencapai sasaran.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan
media elektronik.




SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Pelaksana Pendukung
. Bagian PPID Utama
No Kegiatan Il;c;mohon' Registrasi dan PPID OPD Kelengkapan Waku Ouput Keterangan
ormasi
PPID Pembantu

1 | Menyampaikan Permohonan Informasi (1) Formulir Pada hari dan jam | Formulir
yang dibutuhkan baik secara langsung Permohonan kerja untuk pemohon | permohonan
dan tidak langsung. Informasi yang informasi secara | informasi yang telah

tersedia di meja langsung dan setiap | diisi lengkap dan
pelayanan PPID atau | saat untuk pemohon | dilampirkan

yang ditampilkan di informasi secara tidak | fotocopy/scan
website, langsung. identitas diri (NIK).
(2) Fotocopy atau

scan identitas diri

(NIK) dari pemohon

informasi.

2 | Melakukan registrasi berkas Semua data-data Pada hari dan jam | DIP yang telah
permohonan informasi publik. Jika pemohon informasi kerja untuk pemohon | tersusun dalam
dokumen/informasi yang diminta telah disimpan dalam informasi secara | bentuk hardcopy
temasuk dalam DIP dan dimiliki oleh bentuk hardcopy dan | langsung dan setiap | dan softcopy.
meja informasi atau sudaj terdapat di > softcopy. saat untuk pemohon
website PPID, maka langsung diberikan informasi secara tidak
kepada pemohon informasi atau bisa langsung.
langsung diunduh oleh pemohon v
informasi. Jika informasi/ dokumentasi —1
yang diminta belum termasuk dalam
DIP, maka berkas permohonan
disampaikan kepada PPID Utama atau
PPID Pembantu.

3 | PPID Utama meminta kepada OPD ¥ Y DIP yang telah 10 (sepuluh) hari | DIP
selaka  PPID  Pembantu  untuk ditetapkan oleh OPD. | kerja sejak permohon
memberikan informasi atau dokumen informasi  diterima
yang sudah termasuk dalam DIP kepada oleh PPID.
pemohon informasi.

4 | Memberikan informasi atau dokumen . Informasi atau Perpanjangan Informasi  publik
yang diminta oleh pemohon informasi lg Dokumen yang permohonan yang diminta oleh

yang telah menandatangani tanda bukti
terima informasi atau dokumen

diminta oleh pemohon
informasi

informasi adalah 7
(tujuh) hari kerja.

pemohon informasi.




PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PENDAPATAN DAERAH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
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Publik.

3. Undang-Undang Nomor
tentang Kearsipan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi
dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah.

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1
Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik.

8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur

43 Tahun 2009

Penyelenggaraan Informasi Publik  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau.

9. Keputusan Bupati Lamandau Nomor

188.45/210/V/HUK/2018 tanggal 07 Mei
2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dan Pejabat Pembantu Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Kabupaten Lamandau,

o

Nama SOP Pelayanan Sengketa Informasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.
tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 | 3. Menguasai teknologi informasi.
tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi | 4. Memahami peraturan perundang-undangan

keterbukaan informasi publik.

Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor
32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

SOP Pelayanan Informasi Publik
SOP Pelayanan Keberatan Informasi

6.
7.
8.

h = Cortas

Komputer dan Printer;

ATK;

Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar;
Kartu Penerus Disposisi;
Formulir Koordinasi
Publik;

Buku Register Permohonan Informasi Publik;
Filling Kabinet;

Rak Arsip dan Dokumen.

Permohonan Informasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya menghambat kelancaran tugas PPID
dalam pelayanan sengketa informasi.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan
media elektronik.
Dalam pelaksanaan pelayanan sengketa informasi,

permohonan

informasi wajib mengisi formulir

keberatan.




SOP PELAYANAN SENGKETA INFORMASI
PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Pelaksana Pendukung
. PPID Utama . .
No Kegiatan Il:n efl::mh::i Atasan PPID atau PPID I::::'ll::zlsi Kelengkapan Waku Ouput Keterangan
Pembantu

1 | Mengajukan keberatan secara tertulis (1) Formulir Maksimal 10 Berkas permohonan | Pada hari dan
kepada Atasan PPID dalam waktu 10 Pengajuan Keberatan | (sepuluh) hari kerja, | informasi yang telah | jam kerja
(sepuluh) hari kerja, sejak permohonan Informasi Publik sejak permohonan diisi lengkap dan
informasi teregistrasi. tersedia di meja teregistrasi. dilampirkan

pelayanan PPID atau fotocopy/scan
— yang ditampilkan di identitas diri (NIK).

website,

(2) Fotocopy atau

scan identitas diri

(NIK) dari pemohon

informasi yang

mengajukan

keberatan.

2 | Atasan PPID menetapkan Tim fasilitas Tanggapan tertulis
sengketa informasi untuk dari atasan PPID
mengupayakan penyelesaian sengketa perihal informasi
informasi, yang dibentuk oleh PPID yang disengketakan
Utama Pemerintah Kabupaten
Lamandau.

3 | Diketuai oleh PPID Utama dan Diajukan dalam | Surat tanggapan
beranggotakan PPID Pembantu terkait, waktu paling lambat | informasi
pejabat yang menangani bidang hukum. 14 (empat belas) hari

> kerja setelah
diterimanya
tanggapan Atasan
PPID.

4 | Tim fasilitas sengketa informasi
melaporkan  proses  penanganan P
sengketa informasi kepada Atasan PPID M

5 | Melakukan  upaya penyelesaian
sengketa informasi publik.




Nomor
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi S
Tgl. Efektif "W KA
Disahkan oleh }7. N
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Nama SOP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.
tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 | 3. Menguasai teknologi informasi.
tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi | 4. Memahami peraturan perundang-undangan

Publik.

3. Undang-Undang Nomor
tentang Kearsipan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat
Informasi dan Dokumentasi Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah.

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur

43 Tahun 2009

Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau.

8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor

188.45/210/V/HUK/2018 tanggal 07 Mei
2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dan  Pejabat  Pembantu
Pengelola Informasi dan  Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

keterbukaan informasi publik.

Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor
32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
SOP Sengketa Informasi Publik
SOP Penyusunan DIP

H

8.

9,

25 A B Ll

Komputer dan Printer;

ATK;

Surat Permohonan Informasi Publik;

Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar;

Kartu Penerus Disposisi;

Formulir Permohonan Keberatan Atas Jawban
Informasi Publik;

Tanda terima Permohonan Keberatan Atas
Jawaban Informasi Publik;

Buku Register Permohonan Informasi
Publik/Keberatan Jawaban Informasi Publik;
Filling Kabinet;

10. Daftar Informas1 Publik.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabil SOP ini tidak dilaksanakan, maka
pelayanan informasi publik akan terganggu dan
berpotensi menimbulkan masalah hukum bila
elayanan menjadi terhambat.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan
media elektronik.




SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Pelaksana Pendukung
. . PPID Utama
No Kegiatan IP emohon. Ba.glan . atau PPID Atasan PPID Kelengkapan Waku Ouput Keterangan
nformasi Registrasi P
embantu

1 | Pemohon Informasi menyampaikan (1) Formulir Pada hari dan jam Formulir pengajuan | Pada hari dan
pengajuan keberatan dengan datang Pengajuan Keberatan | kerja keberatan jam kerja
langsung dan mengisi formulir Informasi Publik pelayanan
permohonan  pengajuan  keberatan tersedia di meja informasi  publik
informasi publik dengan melengkapi pelayanan PPID atau yang telah diisi
fotocopy identitas diri (NIK) atau yang ditampilkan di lengkap dan
melalui website PPID Kab. Lamandau website dapat dilampiri
dengan mengisi formulir yang telah diunduh, fotocopy/scan
diunduh dan  menyertakan scan (2) Fotocopy atau identitas diri (NIK).
identitas diri (NIK) kemudian dikirm scan identitas diri
ke alamat email PPID Kab. Lamadau. (NIK) dari pemohon

informasi yang
mengajukan
keberatan.

2 | Melakukan registrasi formulir Semua data-data | Pada hari dan jam | Daftar pengajuan
pengajuan  keberatan  pelayanan pemohon  informasi | kerja keberatan
informasi dan menyampaikan disimpan dalam pelayanan
pengajuan keberatan kepada Atasan > > bentuk hardcopyi dan informasi yang
PPID. softcopy. telah di-file dalam

bentuk hardcopy
dan soficopy.

3 | Memeriksa  formulir  pengajuan Berkas pengajuan | Pada hari dan jam | Daftar surat yang
keberatan dari pemohon informasi dan Y keberatan pelayanan | kerja harus diberikan
memerintahkan PPID dan PPID informasi yang telah kepada PPID
Pembantu untuk menjawab diisi lengkap. Pembantu.
permohonan informasi.

4 | Memerintahkan kepada PPID dan (1) Berkas pengajuan | Pada hari dan jam Surat perintah
PPID Pembantu untuk memenuhi keberatan pelayanan | kerja tertulis kepada
permintaan informasi dari Pemohon informasi yang telah PPID dan PPID
Informasi. diisi lengkap, Pembantu  untuk

(2) DIP yang telah memenuhi
< < diumumkan. permintaan
permohonan
informasi yang
mengajukan
keberatan
pelayanan

informasi publik.




Memberikan informasi yang diminta
pemohon informasi kepada Atasan
PPID jika informasi yang dimaksud
telah masuk DIP. Atasan PPID akan
menjawab pengajuan keberatan kepada
pemohon informasi. Jika informasi
yang diinginkan pemohon tidak
termasuk dalam DIP yang telah
diumumkan, karena informasi belum
tersedia atau termasuk informasi yang
dikecualikan, maka diberikan surat
penolakan kepada pemohon informasi.

Dokumen /Informasi
yang dimaksud oleh
Pemohon atau
rekomendasi surat
penolakan dari PPID
atau PPID Pembantu
karena informasi yang
diminta  merupakan
informasi yang
dikecualikan.

Informasi  publik
yang diminta oleh
pemohon informasi
atau surat
penolakan kepada
pemohon informasi.




PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PENDAPATAN DAERAH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN,

NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 197705192003122007

Nama SOP

Penetapan dari Pemuktahiran
Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Publik.

3. Undang-Undang Nomor
tentang Kearsipan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat
Informasi dan Dokumentasi Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah.

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur

43 Tahun 2009

Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau.

8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor

188.45/210/V/HUK/2018 tanggal 07 Mei
2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dan Pejabat Pembantu
Pengelola Informasi dan  Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

1.
2.
3.
4

5.

Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.
Memiliki kemampuan pelayanan publik.
Menguasai teknologi informasi.

Memahami peraturan perundang-undangan
keterbukaan informasi publik.

Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32
Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pendokumentasian dan Penyimpanan | 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
Informasi Publik; 2. Term of Reference
2. SOP Uji Konsekwensi Publik. 3. Komputer
4. Alat Tulis Kantor
5. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
Jika ini tidak dilaksanakan sebagaimana | Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan

mestinya maka kegiatan yang dimaksud tidak
akan mencapai sasaran.

media elektronik.




SOP PENETAPAN DARI PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan PPID Utama PPID Petugas PPID | Kelengkapan Waku Ouput Keterangan
Pelaksana
1 | Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik di unit Nota Dinas | 1 hari
kerja.

2 | a. Menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai. Draft DIP 3 hari Draft DIP PPID Pelaksana
dibantu oleh PPID staf
dari masing-masing

b. Menginventarisir informasi sesuai sifatnya, yaitu tersedia Y bagian
setiap saat, berkala, dan serta merta. —
c. Menginventisir jenis informasi yaitu softfile dan hardcopy.
3 | Memeriksa dan memilah informasi dari tiap bagian sesuai 1 hari
sifat dan jenisnya. <
4 | Mengkompilasi ke dalam daftar informasi public (DIP). R 3 hari Dokumen PPID pelaksana
" dibantu oleh PPID staf
dari masing-masing
bagian
5 | Mengkonsinyasikan rumusan DIP. Ej 1 hari
v |
[ |
6 | Menetapkan daftar informasi public dalam bentuk keputusan A 1 hari SK PPID
PPID (atasan PPID). < g
7 | Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID Utama. 2 hari
8 | Mengkoordinasikan dengan petugas PPID. 2 hari Dokumen DIP




PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PENDAPATAN DAERAH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi =

Tgl. Efektif X AH A

Disahkan oleh |72 —"KEPALA BADAN,
/f "y _“-“\\\’{\\\

Fon 1 NG
b 1:'|‘ \ Yy % | i1
\NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P.

4

1\, \ Pémbina Tingkat I
~UNIP, 197705192003122007

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat
Informasi dan Dokumentasi Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah.

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur

Penyelenggaraan Informasi Publik  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau.

8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor

188.45/210/V/HUK/2018 tanggal 07 Mei
2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi  dan Pejabat ~ Pembantu
Pengelola Informasi dan  Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Nama SOP Penetapan dari Pemuktahiran
Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.
tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 | 3. Menguasai teknologi informasi.
tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi | 4. Memahami peraturan perundang-undangan
Publik. keterbukaan informasi publik.

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 |5. Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32
tentang Kearsipan. Tahun 2015 tentang Standar Operasional

Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

mestinya maka kegiatan yang dimaksud tidak
akan mencapai sasaran.

1. SOP Pendokumentasian dan Penyimpanan | 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
Informasi Publik; 2. Term of Reference
2. SOP Uji Konsekwensi Publik. 3. Komputer
4. Alat Tulis Kantor
5. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
Jika ini tidak dilaksanakan sebagaimana | Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan

media elektronik.




SOP PENETAPAN DARI PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan PPID Utama Pe:;l;(sna)na Petugas PPID | Kelengkapan Waku Ouput Keterangan
1 | Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik di unit Nota Dinas | 1 hari
kerja.

2 |a. Menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai. Draft DIP 3 hari Draft DIP PPID Pelaksana
dibantu oleh PPID staf
dari masing-masing

b. Menginventarisir informasi sesuai sifatnya, yaitu tersedia Y bagian
setiap saat, berkala, dan serta merta. —Lb
c. Menginventisir jenis informasi yaitu softfile dan hardcopy.
3 | Memeriksa dan memilah informasi dari tiap bagian sesuai 1 hari
sifat dan jenisnya. < o
4 | Mengkompilasi ke dalam daftar informasi public (DIP). R 3 hari Dokumen PPID pelaksana
" dibantu oleh PPID staf
dari masing-masing
bagian
5 | Mengkonsinyasikan rumusan DIP. /J 1 hari
[ v |
l |
6 | Menetapkan daftar informasi public dalam bentuk keputusan 1 hari SK PPID
PPID (atasan PPID). -7 NG
~. 7T
~
7 | Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID Utama. 2 hari
8 | Mengkoordinasikan dengan petugas PPID. 2 hari Dokumen DIP




Publik.

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat
Informasi dan Dokumentasi Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah.

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur

Penyelenggaraan Informasi Publik  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau.

8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor

188.45/210/V/HUK/2018 tanggal 07 Mei
2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi  dan Pejabat  Pembantu
Pengelola Informasi dan  Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

&

Nomor
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi B
Tgl. Efektif o A KA 55
Disahkan oleh /.« f/ --K@EALA BADAN,
/f s L 1 ‘\.
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 0 = 'E;:{. \ 1
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN mdﬂﬂa mDA ANIE, SE., M.A.P.
PENDAPATAN DAERAH *, "o Pémbina Tingkat I
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NIP. 197705192003 122007
Nama SOP Penyusunan Daftar Informasi dan
Dokumentasi Publik
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.
tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 | 3. Menguasai teknologi informasi.
tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi | 4. Memahami peraturan perundang-undangan

keterbukaan informasi publik.

Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor
32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

mestinya maka kegiatan yang dimaksud tidak
akan mencapai sasaran.

1. SOP Pendokumentasian dan Penyimpanan | 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
Informasi Publik; 2. Term of Reference
2. SOP Uji Konsekwensi Publik. 3. Komputer
4. Alat Tulis Kantor
5. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
Jika ini tidak dilaksanakan sebagaimana | Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan

media elektronik.




SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan PPID PPID Atasan Keterangan
Pembantu Utama PPID Kelengkapan Wakn Ouput £

1 | Menyumpulkan informasi dan dokumentasi yang 1. UU No 14 Secara DIDP yang
berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing- Tahun 2008; | berkala, serta | telah
masing OPD di Pemerintah Kabupaten Lamandau, 2. UU No 25 merta dan | dikumpulkan
baik yang diproduksi sendiri maupun yang Tahun 2009; | setiap saat. dari komponen
dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis 3. UU No 23 dan Perangkat
maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif o Tahun 2013; Daerah
dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang ) 4. PP 61 Tahun
dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung ~— 2010;
jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, 5. Perki No 1
serta bentuk informasi yang tersedia dalam Tahun 2010;
hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam 6. Perki No 1
pengumpulan informasi dan dokumentasi di Tahun 2013.
masing-masing OPD.

2 | Mengklasifikasi seluruh informasi dan 1. UUNo 14 Secara DIDP yang
dokumentasi yang telah dikumpulkan dan Tahun berkala, serta | telah
mengidentifikasikannya berdasarkan sifat 2008; merta dan | diklasifikasi
informasi dan dokumentasi, selain itu juga 2. UU No 25 setiap saat. kebenarannya
mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi Tahun
yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana 2009;
yang ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 v 3. UU No 23
Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang \\_ SN Tahun
konsekuensi dengan seksama dan penuh S "‘\\_ ) 2013;
ketelitian sebelum menyatakan informasi dan (/ 4. PP61
dokumentasi publik tertentu dikecualikan setiap Tahun
orang. 2010;

S. PerkiNo 1
Tahun
2010;

6. Perki No 1
Tahun
2013.

3 | Mendokumentasikan informasi publik dalam Alat tulis kantor | Secara DIDP
bentuk softcopy dan tempat penyimpanan v berkala, serta
dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata TN merta dan
cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan C ) setiap saat.
sesuai Klasifikasi informasi dan dokumentasi —
wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat.

Perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi




yang dikecualikan.

Menetapkan DIDP Mengadakan Setelah DIDP | Surat Setelah DIDP

mengumumkan kepada masyarakat. rapat bersama terkumpul Keputusan ditetapkan,
dengan PPID dari PPID DIDP yang | jika ada
Utama dan Pembantu ditandatangani | tambahan
PPID Pembantu oleh Atasan | informasi
untuk PPID baru, dibuat
menetapkan SK baru untuk
DIP. ditetapkan

Mengunggah DIPD ke website PPID Kabupaten
Lamandau maupun sarana informasi lainnya.

Informasi atau
Dokumen yang
diminta oleh
pemohon
informasi.

Setelah DIDP
ditetapkan
oleh Atasan
PPID

Adanya konten
DIDP di
website
Pemerintah
Kabupaten
Lamandau




PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PENDAPATAN DAERAH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

At KAp

Tgl. Efektif

Y e T ) NN
N\
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| NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P.
~... Pembina Tingkat I

C NIP, 197705192003122007

Nama SOP Uji Konsekuiensi Informasi Publik
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.
tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 | 3. Menguasai teknologi informasi.
tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi | 4. Memahami peraturan perundang-undangan

Publik.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat
Informasi dan Dokumentasi Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah.

5. Peraturan Komisi
Tahun 2010
Informasi Publik.

6. Peraturan Komisi Informasi RI
Tahun 2017 Pengklasifikasian
Publik.

7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur

Informasi RI Nomor 1
tentang Standar Layanan

Nomor 1
Informasi

Penyelenggaraan  Informasi  Publik  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau.

8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor

188.45/210/V/HUK/2018 tanggal 07 Mei
2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi  dan Pejabat  Pembantu
Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

b

keterbukaan informasi publik.

Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor
32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

SOP Penyusunan DIP

ool Sk

Desk (meja) Layanan Informasi
Komputer dan Printer;

ATK;

Daftar Informasi Publik;

Daftar Informasi yang dikecualikan.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP
lainnya. Apabila tidak berjalan dengan baik,
maka maka kegiatan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

Dokumen Kegiatan




SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Kegiatan Pelaksana Pendukung
Tim
PPID Utama .
No dan PPID Pel:: ll:lyI;E:ll;gnan OPD Pemohon Kelengkapan Waku Ouput Keterangan
Pembantu Informasi

1 | Melakukan kajian atas Berkas permohonan Setiap saat Berkas permohonan
informasi/dokumen yang tidak informasi/dokumen informasi yang
termasuk  dalam  DIP  dengan dari Pemohon telah diisi lengkap
melibatkan Tim Pertimbangan Informasi dan dilampiri
Pelayanan Informasi. fotocopy/scan

identitas diri (NIK)

2 | Memberikan  pertimbangan  atas Dasar hukum: UU Pada hari dan jam | Surat Keputusan
informasi/dokumen yang dimaksud KIP 14 Tahun 2008 kerja Tim Pertimbangan
yang bersifat rahasia berdasarkan UU, dan PERK] 1 Tahun Pelayanan
kepatutan dan kepentingan umum 2010 Informasi

3 | Menyampaikan kepada PPID atas Informasi/dokumen Pada hari dan jam | Informasi/dokumen
status informasi/dokumen yang diminta yang telah dinyatakan | kerja, maksimal 10 | dari komponen atau
pemohon informasi, apakah termasuk v terbuka untuk publik | (sepuluh) hari kerja, | Perangkat Daerah.
rahasia atau terbuka. Jika sejak permohon
informasi/dokumen yang dimaksud informasi teregistrasi.
adalah terbuka, maka  PPID
memerintahkan kepada komponen /

Perangkat Daerah untun menyerahkan
informasi/dokumen yang dimaksud. <
Jika status informasi/dokumen oleh

Tim Pertimbangan Pelayanan

Informasi dinyatakan rahasia, maka

PPID membuat surat penolakan kepada

pemohon informasi.

4 | Memberikan informasi yang diminta Informasi/Dokumen Maksimal diberikan | Informasi  publik
oleh pemohon informasi dengan yang diminta oleh pernpanjangan yang diminta oleh
menandatangani tanda bukti Pemohon Informasi pemenuhan pemohon informasi
penerimaan atau memberikan Surat atau surat penolakan | permohonan atau surat
penolakan kepada pemohon jika status jika informasi selama 7 penolakan.
informasi/dokumen dinyatakan rahasia. informasi/dokumen (tujuh) hari sejak

tersebut dikategorikan | pemberitahuan
rahasia tertulis diberikan dan
tidak dapat

diperpanjang lagi.
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